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PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR
PARIWISATA KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan kemudahan
berusaha sektor pariwisata yang cepat, mudah, dan
transparan, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan
perizinan berusaha kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaran  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan
nonperizinan, termasuk penandatangannnya atas nama
pemberi wewenang.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan yang diberikan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau
komitmen.

Pejabat Penghubung adalah pejabat/pegawai yang
memiliki kompetensi dan diberi kewenangan untuk
mempercepat proses Perizinan Berusaha terkait Perizinan
Berusaha di sektor pariwisata.

Pelayanan Terpadu $Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu
perizinan dan nonperizinan yang mendapat
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga
atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan
nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya
disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang
Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas
pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas

pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
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